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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESBA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistemn perencanaan
pembangunan nasional |

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) hurul
d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja
Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah  daerah maupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu
kepada rencana kerja pemerintah;

bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan
huruf b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten
Sintang telah melaksanakan musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2015 dengan melibatkan unsur-unsur
penyelenggara pemerintahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf i
huruf b, huruf ¢ dan huruf d tersebut diatas, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...
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27 ‘Tahun 1959 tentang
1953 tentan Undang Darurat Nomor 3 Tahun
- £ Pembentukan Daerah Tingkat 1 Di
Tahun 1953 Tbaran Negara Republik Indonesia
omor 9, Tambahan Lembaran Negara
Undang (Lemprr 2, NOmor 352) Sebagai Undang-
Negara Republik Indonesia Tahun

m "
Indonesig Nomor lszgihan Lembaran Negara Republik

Uns;;ﬁg—undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Koru p&araa{] Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
R Psl, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
L;-'Pubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
{ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Re;?ubhk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
dengan an Negara Republik Indonesia Tahun 2008
82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);
9. U“daﬂE-Undang o
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" 1 Und,

. ang-1y
Pﬂmﬂbangzgia?;u Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan .. 52" Antara Pemerintah Pusat Dan
Indonesig Tah acrah (Lembaran Negara Republik

mbaran Negara Re 2004 Nomor 126, Tambahan

ubli : .
Undang.yn, Publik Indonesia Nomor 4438);

P‘?mbenmkad:ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang

(Lembarg Peraturan Perundang-Undangan
Nomor Bg, NTﬁg;ra Republik Indonesia Tahun 2011

: bah :
Indonesia Nomor 523:? “hiberan Neghm: Repibits

Undangﬂ ndang Nomor

Rencang Pemb
arn
Tahun 2005 - moge

Indonesig

10.

11.

17 Tahun 2007 tentang
Jangka Panjang Nasional
— 2025 (Lembaran Negara Republik
b Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
RE“‘:E‘“E} Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan  Rencana Kerja  Dan  Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12,

13.

14,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

merintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan
18. Pera;;u pes Pflmsan Pemerintahan Antara Pemtﬁntah%
Eﬁﬂﬂaﬂ Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
SR Kabupatﬂﬂfﬂﬂm (Lembaran Negara Republik
Dae .q  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
E?nﬂl?;rs;n Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan ..
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20.

21,

22,

23.

24.

25,

26.
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Organisasi pepy. o Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Repubilik [y, dunrm“gk&t Daerah (Lembaran Negara
Lembaray i ¢sia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Peraturan FEEH-T& Repuhhk Indonesia Nomor 474 1);
Tahapan, T:::egmah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
ara Penyusunan, Pengendalian dan
an Rencana Pembangunan Daerah
Nomor 27, Tgm Republik Indonesia Tahun 2008

. ambahan Le blik
Indonesia Nomor 4817); mbaran Negara Repu

g:g:g San Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Belan‘anﬂ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Tahuo oacgara (Lembaran Negara Republik Indonesia
R i '20[}2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
dFPUbhk Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
21&%% dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah:;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3,

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);sebagaimana
telah diubah Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Nomor 5);

27. Peraturan ...
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BT Fﬂl‘atur

an D
2010 tﬂntang":;:: I{ahuilaten Sint.a_ng Nomor & Tahun
acrah  pap P}"lusunan Perencanaan Pembangunan
Pcmbangunan Ka?;ﬂman&an_ Musyawarah Rencana
K&bupamn Sin “Paten Sintang (Lembaran Daerah

mbaran Dagrt;hn & Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
28 Kabupatcn Sintang Momor 6);
- Peraturgp
2012 tf:nrit:;mh Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
8 Rencana Pembangunan Jangka

ene
2015 ?f:;lb acrah Kabupaten Sintang Tahun 2011-
aran Daergh Kabupaten Sintang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan + PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH
KA NG TAHUN
ANGGARAN 2015 BUPATEN SINTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang,

2. Bupati adalah Bupati Sintang.

3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

6.  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang
untuk Periode 1 (satu) Tahun.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

rangkat daerah ;
’ﬁ:ggar&n /Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang.

5 3 kat Daerah yang selanjutnya disebut
Ren : tuan Kerja Perang :
Renﬁﬁgnzdszlah Dokumen Perencanaarn Satuan ]{er]a Pﬁrﬁngkat

o Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun:

i disingkat RKA adalah
1 aran yang selanjutnya e
Eznnana Kerja dan a:;lg?iﬂﬂ penganggaran yang berisi program dan
kumen perencan diperlukan untuk melaksanakannya.

kegiatan serta anggaran yang
10. Kebiiakan
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Kebijakan Umum Appp

umum tentang arap k::;] 8 selanjutnya disingkat KUA adalah petunjuk
daerah dalam Penyusunan pegp Pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang disepakati bersama e man Rencanga Kerja dan Anggaran SKPD

pedoman dalam penyusynay R:P;ﬂDmenntah Daerah dan DPRD sebagai

10-

; pPrioritas dan Pla_ﬁ}n An
L PPAS adalah ran Bgaran Sementara yang selanjutnya disingkat

can i
anggaran yang diber%iznpf Prioritas dan patokan batas maksimal
acuan dalam penyy epada SKPD untuk setiap program sebagal

Sunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB 1}
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

C Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode 1
(satu) tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2015, yang dimulai dari tanggal
| Januari sampai dengan 31 Desember 2015,

Pasal 3

(1) Maksud di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang
Tahun 2015 adalah :
a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2015;
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam
menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

t (2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang

Tahun 2015 adalah :

a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat, 1

b. tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten
Sintang pada Tahun 2015 yang mendukung pencapaian RPJMD Kabupater
Sintang Tahun 2011-2015;

c. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dar
penganggaran pembangunan daerah Tahun 2015.

Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang

: Hasi] pelaksanaan RKPD

gka ekonomi dae
P"’Fdanaan;
Prioritas dan sasaran pembangun
Rew ani?.;s; dan dan prioritas daerah Kabupaten Sintang Tahun

Anggaran 2015.

Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014;
rah Kabupaten Sintang beserta kerangka

c. an Daerah Kabupaten Sintang Tahun

Pasal 5. ..
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Pasal 5
K,abupat?n Sintang Sebagas
ﬁbﬂaﬂ dari Rencana Pempe. 1218 dimaksud

d
gintang Tahun 2011-2015, mbangumm Jangka M alam Pasal 2, merupakan

enengah Daerah Kabupaten

BAB 111

RENC
ANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

RKPD Kabupaten Sintang Tahun
4. Bahan Penyusunan Rancap

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

p. Rancangan KUA APBD dan Ppag seti
yang telah disusun sebagaimana dj
kepada DPRD wuntuk dibahas
Penyusunan Anggaran Pendapatan
2015,

ap Satuan Kerja Perangkat Daerah
maksud pada ayat (1), disampaikan
sebagai pembicaraan pendahuluan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

¢. Kepala Badan Ferenlcanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 hasil

pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2015.

Pasal 7

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban
melaksanakan REKPD ini  secara konsisten, sungguh-sungguh dan
bertanggungjawab.

Pasal 8

Dalam hal substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun
2015 ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan
obyektif, maka substansi RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan
menjadi prioritas utama pada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9
RKPD Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat im.

BAB IV ...
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BAB 1v
KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di S'gu:ang,
pada tanggal, # ¢ MT) 2
{ BUPATI SINTANG, C,

{f
}/MILTDN CROSBY

piundangkan di Sintang
pada tanggal, 3¢ Mo 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, ‘r

F

ymasmm HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR Fle



